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Legal Standing (Kedudukan Hukum Pemohon)

Saya SRI DARMANTO, seorang Warga Negara Inodonesia yang menjabat
sebagai |GGG bcrstatus Pejabat Administrator
berusia 55 tahun 9 bulan pada saat pengajuan permohonan ini. Pemohon memiliki
hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pengembangan karier dan pengabdian kepada negara sebagaimana dijamin
dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) menetapkan Batas Usia Pensiun (BUP) 58 tahun bagi bagi Pejabat
Administrator, sedangkan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) memiliki Batas Usia
Pensiun 60 tahun. Akibatnya pemohon kehilangan kesempatan untuk
dipromosikan ke JPT karena batas usia pengisian jabatan hanya 56 tahun
(Permenpan RB No. 15 tahun 2024) padahal Pemohon telah memenuhi syarat
kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Kerugian ini dibuktikan dengan Surat Edaran
Bupati Cirebon nomor 800.1.6/7222/PPI tanggal 20 Desember 2024 tentang PNS
yang memasuk Batas Usia Pensiun tahun 2026.

Ketidaksamaan mengakibatkan hilangnya kesempatan pengembangan karir serta
pengabdian kepada negara yang sama dalam jabatan selama 2 (dua) tahun bagi
saya sebagai ASN pejabat Administrator maupun pejabat non manaijerial lainnya.
Ketidaksamaan ini berkontribusi terhadap hilangnya pengembangan talenta dan
karir ASN yang utuh meliputi pertimbangan kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah (khususnya kompetensi manajerial
pengalaman kepemimpinan).



Objek Pengujian

Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara :

. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan

tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat

pengawas;

Objek pengujian Adalah materil yakni Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20
tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

IV. Argumen Hukum

. UUD 1945 yang mengamanatkan setiap Warga Negara memiliki kedudukan

dalam pemerintahan, hukum, membangun Masyarakat, bangsa, negara,
kepastian hukum, keadilan dan kelayakan dalam hubungan kerja.
e pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
e pasal 28C
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk memba ngun
masyarakat, bangsa, dan negaranya
e pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.[10]

Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN
bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) karena menciptakan diskriminasi
antara ASN Pejabat Administrator (BUP 58 tahun) dan Pejabat JPT (BUP 60
tahun) tanpa dasar yang rasional dan proporsional. Perbedaan ini
menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam
pengembangan Kkarier, khususnya untuk dipromosikan ke JPT, yang
mensyaratkan usia maksimal 56 tahun (Permenpan RB nomor 15 tahun
2024). Pembatasan ini juga tidak memenuhi syarat proporsionalitas
sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena tidak ada
alasan mendesak atau kepentingan publik yang membenarkan disparitas
tersebut. Selain itu Pasal 55 huruf a tidak menjamin kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1)) karena menciptakan ketidakpastian bagi ASN dalam
merencanakan karier jangka panjang.

Kesimpulan

Dengan pemberlakuan Batas Usia Pensiun yang sama yakni 60 tahun untuk
ASN baik Administrator maupun JPT maka akan menciptakan kesamaan



kesempatan pengembangan karier dalam merencanakan karier jangka
panjang.

Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk :

1.
2.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara, sepanjang mengatur Batas Usia Pensiun
58 tahun untuk Pejabat Administrator, bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menyatakan Pasal 55 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara, sepanjang mengatur Batas Usia Pensiun
58 tahun untuk Pejabat Administrator, tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

. menyamakan Batas Usia Pensiun selama 60 tahun bagi Pejabat

Administrator dan JPT.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.



